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BIODATA
Nama : M. MUKLIS ISNAINI, S.H.

Lahir : Kediri, 28 Januari 1980

Alamat : Jl. Betet Bawang No. 116 Ngronggo – Kediri

Pendidikan : S-1 Ilmu Hukum

Jabatan : Kabag. PBJ Kota Kediri

Tugas Lainnya : • Mediator Perselisihan Industrial

• Mentor COE Modernisasi Pengadaan - LKPP

• Tim Pendamping Kontrak - LKPP

• Fasilitator – Narasumber PBJ – LKPP

• Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa - LKPP

• Advisor PBJ - LKPP

Organisasi : • Ketua II - DPP Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia ( FAKPI )

• Ketua Budang Hukum - DPW Ikatan Fungsioan Pengadaan Indonesia 
– Jawa Timur ( IFPI )

Lembaga : MUDJISANTOSA TRAINING AND CONSULTING

Youtube : MS Training and Consulting

HP/WA 0852 5959 6555

Email : mmuklisi@gmail.com



Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan

Pengadaan B/J adalah kegiatan

pengadaan oleh K/L/Pemda yang

dibiayai oleh APBN/APBD yang

prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan sampai dengan serah

terima hasil



BARANG

setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang

PEKERJAAN KONSTRUKSI

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan.

JASA KONSULTANSI

jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir

JASA LAINNYA

jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas 
di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

JENIS  PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH



CARA PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH

Swakelola

cara memperoleh barang/jasa yang 
dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ 
Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /
Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Penyedia

Cara memperoleh barang/jasa yang 
disediakan oleh Pelaku Usaha





KEGIATAN PERENCANAAN 

PENGADAAN PERANGKAT 

DAERAH

Pasal 6 
ayat (4)

Pasal 18
ayat (3)

Perangkat Daerah
(Dana APBD)

RPJMD

Perencanaan
Pengadaan

RKPD KUA-PPAS
Penyusunan

RKA 
Perangkat

Daerah

Persetujuan
Raperda tentang

APBD

Pengumuman
RUP

JANUARI - MEI AGUSTUS - DESEMBERJUNI - JULI

dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah 

setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Penyusunan
Perencanaan
Pengadaan

Penyusunan
RKA-Perangkat
Daerah

Bahan
masukan



dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L

setelah penetapan Pagu Indikatif.

Kementerian/
Lembaga

(Dana APBN)

Arah Kebijakan 
dan Prioritas  

Pembangunan
Nasional

Perencanaan  
Pengadaan

Penyusunan  
dan Penetapan
Pagu Indikatif

Penyusunan
Renja K/L

Penyusunan
RKA K/L

Penetapan Alokasi
Anggaran

Pengumuman
RUP

Penyusunan
Perencanaan
Pengadaan

JANUARI - MARET JULI - DESEMBERAPRIL - JUNI

KEGIATAN

ERENCANAAN

PENGADAAN K/L

Pasal 6
ayat (3)

Pasal 18
ayat (2)

Penyusunan
RKA-K/L

Bahan masukan



5Pasal 18 ayat 1

Perencanaan Pengadaan

Identifikasi Kebutuhan

Penetapan Barang/Jasa  

Cara

Jadwal  

Anggaran PBJ



⃝ Persiapan Swakelola

⃝ Persiapan PBJ melalui Penyedia

1
0





Kegiatan Swakelola

Perencanaan Persiapan Pelaksanaan
Pengawasan
& Pelaporan

Pertanggung
jawaban

• Penetapan  
tipe

• Penyusunan  
Spek/KAK

• Penyusunan  
RAB

•Penetapan  
sasaran

•Penyelenggar-
aan swakelola

•Rencana  
Kegiatan

• Jadwal
Pelaksanaan

•RAB

•Pelaksanaan  
Rencana Kerja

•Pengadaan  
Bahan,  
Peralatan,Jasa  
Lainnya,  
Tenaga
Ahli,dll

•Pembayaran

• Pegawasan &
Pengendalian

• Pelaporan  
Kemajuan

• Pelaporan
Realisasi
Pekerjaan

• Penyera-
han hasil  
peker-
jaan

Tahapan Swakelola



Persiapan Swakelola
Kegiatan persiapan Swakelola meliputi:
1. Penetapan sasaran oleh PA/KPA
2. Penetapan Penyelenggara Swakelola

3. Rencana kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, RAB, ditetapkan oleh
PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan
tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

Pasal 23

Tipe

Swakelola

Penetapan

Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana

Tipe I PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran

Tipe II
PA/KPA

Penanggung Jawab Anggaran

Pimpinan K/L/PD
Pelaksana Swakelola

Tipe III
Penanggung Jawab

Organisasi Masyarakat

Tipe IV Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat





Ketentuan Swakelola

Pasal 23 & 24

Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola
tipe I dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim
Pelaksana.

dituangkan dalamHasil persiapan Swakelola  
KAK kegiatan/ subkegiatan/output.

Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV)  
dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola  
kepada menteri keuangan atau kepala daerah.
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⃝ Persiapan PBJ melalui Swakelola

⃝ Persiapan PBJ melalui Penyedia



Perencanaan Pengadaan  

Melalui Penyedia

Pasal 18 ayat 7, 8

Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa  

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Penyusunan Biaya Pendukung

Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP





Menetapkan uang  

muka, jaminan uang  

muka, jaminan  

pelaksanaan, jaminan  

pemeliharaan, sertifikat  

garansi, dan/ atau  

penyesuaian harga.

Persiapan PBJ melalui Penyedia oleh PPK

(Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 25)

Menetapkan HPS

Menetapkan

Rancangan Kontrak

Menetapkan Spesifikasi

teknis/KAK

Karena data  

terkait Spesifikasi  

teknis/KAK, Harga  

Perkiraan Sendiri,  

Rancangan  

Kontrak,  

Menetapkan Uang  

Muka dan Jaminan  

menjadi dasar  

penyusunan  

dokumen  

pemilihan



Persiapan Pengadaan

Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan  
persiapan pengadaan :

•Daftar barang/jasa dalam E-katalog
• Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
•Nilai paket pekerjaan
• Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau  

terintegrasi)





Penetapan Spesifikasi Teknis

Mutu Barang
(merek, teknis, standar,  
sampel, komposisi, fungsi,  
kinerja)

Jumlah

Waktu Tingkat Layanan

Peaturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 23 (5)



Penetapan KAK

11Peaturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 23 (6)

a. uraian pekerjaan
b. waktu pelaksanaan
c. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi
d. sumber pendanaan
e. perkiraan biaya pekerjaan.



HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan  
data yang dapat dipertanggung-jawabkan

Nilai HPS bersifat terbuka
dan tidak bersifat rahasia

HPS Disusun paling lama 28  
hari kerja sebelum batas  
akhir : pemasukan dok  

penawaran (pascakualifikasi)  
atau pemasukan dok  

kualifikasi (prakualifikasi)

Memperhitungkan  
keuntungan dan biaya tidak  
langsung

HPS bukan sebagai  
dasar untuk  
menentukan  

besaran kerugian  
negara

pagu ≤ 10
Dikecualikan utk

juta,
dan
pek

epurchasing  
tender  
terintegrasi

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Ketentuan Umum HPS

Total HPS = hasil  
perhitungan HPS + PPN

Pasal 26





1. Menilai
kewajaran harga

Penawaran dan  
kewajaran harga  

satuan

2. Menetapkan
batas tertinggi
penawaran

B/PK/JL.

3. Menetapkan
besaran Jaminan  

Pelaksanaan

80%  

HPS

Kegunaan HPS

Pasal 26

Persiapan PBJ Melalui Penyedia



Penetapan HPS

• PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada  
lembar persetujuan/penetapan.

• HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK.
• Nilai Total HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu  

Anggaran.
• Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas

akhir:
a. penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan  

pascakualifikasi; atau
b. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan

dengan prakualifikasi.

Lampiran Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 (2.2.3)





Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan  
jenis kontrak:

- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)

- Spesifikasi Teknis/KAK

- Volume

- Kompleksitas/Kesulitan dan Risiko  

Pekerjaan

- Lama waktu pekerjaan

Jenis Kontrak
Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Lampiran Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 (2.3.2.1)















Jaminan PBJ

Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan  
Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang  

menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan  
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan  

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga  
pembiayaan ekspor Indonesia

Pasal 29



Jaminan PBJ

Sifat Jaminan Penerbit Jaminan

Bank Umum, Perusahaan  
Penjaminan, Perusahaan  

Asuransi. Lembaga  
keuangan khusus  

ekspor/impor Indonesia  
yang memiliki ijin usaha  
dan pencatatan produk  

suretyship di OJK

• tidak bersyarat
• mudah dicairkan
• harus dicairkan  

oleh penerbit
jaminan paling
lambat 14 hari
kerja

23

Bentuk Jaminan

Bank Garansi  
atau Surety  

bond

Pasal 30











Yang tidak memerlukan Jaminan Pelaksanaan

Pasal 30 ayat 5

• Aset Penyedia sudah  
dikuasai oleh Pengguna

• E-Purchasing

• Jasa konsultansi

JL

B/J

JK



Jaminan Uang Muka

• Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia  

kepada PPK, senilai uang muka

• Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat  

dikurangi secara proporsional sesuai dengan  

sisa uang muka yang diterima.

Pasal 34



Jaminan Pemeliharaan

Pekerjaan  

Konstruksi

Jasa Lainnya yang  

membutuhkan masa

Diberlakukan bila penyedia  

menerima uang retensi  

pada serah terima  

pekerjaan pertama (PHO)

Nilainya 5%

dari kontrak

pemeliharaan

Dikembalikan 14 hari  
kerja setelah masa  

pemeliharaan selesai

Pasal 35







Jenis Jaminan B PK JL JK

Jaminan Uang muka √ √ √ √

Jaminan Penawaran n/a √ n/a n/a

Jaminan Pelaksanaan √ √ √ n/a

Jaminan Pemeliharaan n/a √ √ n/a

Jaminan Sanggah Banding
n/a

√
n/a n/a

Sertifikat Garansi √ * * *

Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi

Pasal 30 s.d 36

*Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau  
jenis pengadaan yg lainnya apabila terdapat pengadaan barang











Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia

Metode  
Pemilihan

Metode  
Evaluasi  

Penawaran

Metode  
Penyampaian  

Dokumen  
Penawaran

Jadwal  
Pemilihan

Kualifikasi

Pasal 38 - 46 36

Pokja Pemilihan Menetapkan :



Metode Pemilihan B/PK/JL

Tender

Penunjukan  
Langsung

E-Purchasing

Tender Cepat

❖Keadaan Tertentu

❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya

❖Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
❖Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

❖Nilai s.d 200 Juta

❖Katalog elektronik

▪ konferensi mendadak
▪ bersifat rahasia
▪ Pertahanan negara
▪ Satu kesatuan konstruksi
▪ Hanya 1 pelaku usaha yg mampu ▪

Pengadaan Langsung

▪ Benih dan Pupuk
▪ Sarpas utk masyarakat  

tdk mampu
▪ Hak Paten

Tender ulang gagal

Pasal 38 53



Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

Pengadaan Langsung ❖≤ 100 juta

Penunjukan  
Langsung

❖Keadaan Tertentu

▪ 1 pelaku usaha yang mampu
▪ Pemegang hak cipta
▪ Konsultan hukum yang segera dan  

tidak bisa ditunda
▪ Repeat order (maks 2 kali)

❖> 100 jutaSeleksi

Pasal 38 54











TERIMA KASIH


